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Sumber-sumber Pendapatan Desa

FP.72/2005, Pasal 68:
1. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa yang terdii dari; hasil
usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-kain
pendapatan asli desa yang sah;

b. Bagi hasil pojak kabupaten/keota paling sedikit
10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/
kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

i Bagian dari dana perimbangan keuvangan
pusat dan daerah yang diteima oleh
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%
yang pembagiannya untuk setiop desa secara
proporsional yang merupakan Alokasi Dana
Desa;

d. Bantuan keuvangan dari pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintah;

= hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang

fidak mengikat;

2. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
ayat 1 huruf (d), disalurkan melalui kas desa.

3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola
cleh desa, tidak dibenarkan diambil alih eleh pemerintah
atau pemerintah daerah.

Cotatan:

Lebih rnciiihat pada
penjelasan PP Mo 72/ 05
pasal 68
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KATA PENGANTAR

UU Ne. 32/2004 dan PP No 72/2005 tentang Desa telah
memberkan hak bagi desa untuk mengelola pemerintahan
yang otonom dengan didukung Alckasi Dana Desa (ADD)
untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan
di desa. Dengan memanfaatkan ADD, desa bisa berperan
lebih aktif dalam menggerakkan pembangunan masyarakat
desa.

Namun, apakah masyarakat desa telah tahu dan sadar
bahwa dengan diterapkannya kebijakan ADD ini mereka
harus memaohami hak-hak dan kewdjiban mereka. Jika belum
memahami hak dan kewgjbannya, maka dikhawatikan
mereka tidak akan menaruh perhatian, Jika pun ada perhatian,
sangat mungkin akan terjadi banyak salah persepsi. Untuk
menghindarinya, kebijakan mengenai ADD ini sangat penting
didesiminasikan, sehingga mereka dengan kesadarannya
yang baru setelah memahami hak-hak dan kewgjibannya
akan "berdir" & "berbicara".

Buku kecil di tangan pembaca ini disebut Buku Saku ADD, ditulis
dengangayabahasayang (divpayakan) sesederhanamungkin
untuk menjangkau para pelaku pembangunan di desa yaitu
Kepala Desa dan Perangkatnya, BPD atau Bamusdes, para
tokeh masyarakat di desa, bahkan warga biasa di desa. Buku
kecil ini memang sangat singkat, agar praktis untuk dibawa
kemana-mana, dibaca dimana saja, diperbanyak sendiri dan
dibagikan kepada saja yang dirasa membutuhkannya.

Buku kecil ini dimaksudkan untuk memberikan informasi
kebijakan secara singkat dan praktis bagi masyarakat desa,
sehingga dengan itu mampu menimbulkan "derongan” bagi
munculnya kesadaran dan sikap masyarakat desa untuk
berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan desa.
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INFORMAS| kebijakan adalah "roh pertama’ vyang akan
menghantarkan rakyat desa untuk dapat berpartisipasi secara
aktif dalam proses-proses pembangunan. Roh kedua adalah
AKSES, dimana warga desa mendasarkan pada informasi
kebijakan yang diperolehnya mendapatkan pintu masuk
atau cara untuk dapat terlibat dalam seluruh atau sebagian
proses-proses pembangunan. Roh yang ketiga adalah HAK,
yaitu dimana warga desa memiliki peran untuk ikut memilih
dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan di desanya.
Dan Roh keempat adalah KONTROL, yaitu dimana warga desa
mampu melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya
pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

Buku kecil ini tidak memiliki "copy right” tetapi "right to copy".
Artinya, kepada siapa saja diperkenankan [diharapkan)
memperbanyak sendii dengan cara apa sga yang
memungkinkan. ljin dari penerbit (FFPD) sama sekali tidak
diperlukan kecuali pemberitahuan agar Sekretariat FPPD
dapat mencatat siapa, kapan dan berapa banyak buku kecil
ini diperbanyak.

Yogyakarta, Desember 2004
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
(FPPD]
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Oh itu, ada pengumuman
tentang dana ADD.

Kalau kamu ingin tahu ke
sana ajo sama saya...

Yu, ada apa toh
di Kantor Desa,
kayaknya kok
ramai banget?




Kelaghiran UU No.32/2004 yang kemudian diperkuat dengan
PP.72/2005 memberkan kepaostian  hukum  terhadap
perimbangan  keuangan desa dan  kabupaten/kota.
Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf ¢, desa
memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang
diberkan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa
tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan
desa. Saat ini, melalui ADD desa berpeluang untuk mengelola
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan
desa secara otonom.

Menter Dalam Negeritertanggal 17 Agustus 2006 mengeluarkan
Surat Kawat bermomor 140/1841/5) yang ditujukan kepada
Gubermnur dan Bupdati/Waliketa di seluruh Indonesia untuk
segera merealisasikan ADD, terutama kepada kabupaten/
kota yang sama sekali belum melaksanakan ADD. Dalam
Surat Kawat tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan jelas
menyebutkan bahwa percepatan ADD dilakukan  untuk
mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa.

APA YANG DIMAKSUD i sejumiah daerah kabupatenf
DENGAN ADD e

berbeda. Hal ini dirmungkinkan,
mengingal keanekaragaman

ADD adalah dana yang diberi- bahasa dan adal isfiadal i
kan kepada desa yang berasal Indonasia. Di Sumaltera Baral
dari dana perimbangan keuan- tﬁﬂgd'wblﬂ k%ergﬂinfﬁu" s
gan pemerintah pusat dan dae- = @AY Dana Alokasi Univk Raga

dan di Kabupaten Magelang

rah yang diterima oleh kabu- disebul dengan Block Granl.
paten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP Halini dimungkinkan mengingat
72!2005]‘ pemberian ADD lanpa adanya

mualan kepantingan ferdentu.
Desa bebas menggunaan
ADD sepanjang bisa
diperfanggungjowabkan,
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MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ?

ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah
kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran
DAU [Dana Alokasi Ummum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari
Pemerintah Pusat.

APA TUJUAN ADANYA ADD ?

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan
desa [APBDes). dengan demikian sumber ”B_D“’
APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD. ADD + PADes
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam
mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta
sosial kemasyarakatan desa
Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya
dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa

& w

APA MANFAAT ADD ?

Beberapa Manfaat ADD Bagi Kabupaten/Keota

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk
membiarkan desa mengelela otonominya, tanpa terus
bergantung kepada Kabupaten/Kota

2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan
pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh
lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang
(Tim FPPD, 2005).

—_—



Beberapa Manfaat ADD Bagi Desa

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena
desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya
dan hasi-hasinya dapat dipelihara secara baik demi
keberlanjutannya.

2. Tiap-tiap desa mempercleh pemerataan pembangunan
sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat desa.

3. Desa mempercleh kepastian anggaran untuk belanja
operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD,
belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak
pasti

4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat
tanpa harus lama menunggu datangnya program dari
Femerintah Daerah Kabupaten/keta

5. Desatidaklagihanyatergantungpadaswadayamasy arakat
dalam mengelola perscalan pemerintahan, pembangunan
serta sosial kemasyarakatan desa

6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD
dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk
bekerjasama, memunculkankepercayaan antarpemerintah
desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya
kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan
memelihara desanya

7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari
masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan

8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan
kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, crang
rmiskin, dll dapat tercapai
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SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?

Pemerintah desa

Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa
Masyarakat desa (termasuk perempuan, anak-anak, petani,
buruh, nelayan dan kaum miskin desa yang lainnya)

FGa b

BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD 7

_—

. Untuk biaya pembangunan desa

Dalam penjelkisan pasal
2. Untuk pemberdayaan masyarakat 48 ayat | hurutc (PP
3. Untuk memperkuat pelayanan 72/2003) disebulkan
publik di desa bahwa dana dari Kabu-
4, Untuk memperkuat partisipasi dan pllen hash Gl

kingsung kepada Desa

demol-:rc:s‘i desa untuk dikelolo oleh Pemer-
5. Untuk tunjangan aparat desa; intah Desa, dengan ke-
é. Untuk tunjangan BPD leniyon f”%‘“g"pi'”“
. - S SErcius) UnEan
7. Untuk operasional pemerintahan Lf..mk biu,,uloplimjonm
desa pemerniah desa dan BED
8. Tidak boleh digunakan untuk :’;:211'3’% JL“;‘:;E;‘L”:}HFI‘SL
kegiatan politik atau kegiatan keglatan pemberdayaan

lainnya yang melawan hukum. masyarakal.

APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ?

1. UU N©.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat
3 yang berbunyi: sumber pendapatan desa terdir dari;
a.  Pendapatan asli desa;
b. Bag hasil pajak daerah dan retibusi daerah
Kabupaten/Kota;
¢. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daoerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;



d.  Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan
pemerintah Kabupaten/Keta;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

. PP.72/2005 Tentang Desa (Pasal 48 ayat 1 huruf ¢)

. Surat Edaran Mendagri No. 140/640/5] tertanggal 22 Maret

2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada

pemerntah kabupaten/kota

. Surat Edaran Mendagri No.140/286/8J tertanggal 17 Februari

2006 tentang Pelaksanaan ADD

. Surat Edaran MendagriMo. 140/1841/5)tertanggal 17 Agustus

2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada Propinsi

(evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.

Jadi, meski ada
lksbebmn‘ dalm
pemanfaatan ADD,

aturan-aturan dasar
yang dari atas juga

harus diperhatikan

1
L) Dasie? Hukues ADD |

1
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Apakah Rancangan
kebijakan ADD ini suddh
dikonsultasikan kepada
masyarakat desa dan

Bab 2

BAGAIMANA PROSES
MENYUSUN KEBIJAKAN
ADD ?



Kebijakan ADD disusun cleh pemerintah daerah kabupaten/
kota. Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu
mengikuti prinsip dan cara peryusunan kebijakan daerah
yang partisipatif. Kebijokan partisipatif adalah penyusunan
kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan berbagai
pihak di daerah, dari awal sampai akhir,

BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYUSUN
KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF?

Kebijokan ADD yang partisipatif disusun cleh pemerintah
daerah kabupaten/kota melalui tahapan seperti berikut ini:

1. Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakan

daerah
Prakarsa seperti ini dapat dilakukan cleh pemerintah
daerah kabupaten/kota, misalnya Asisten | Bidang

Pemerintahan/Tatapraja  (Bagian Pemerintahan Desal),
atau langsung dari Bappeda. Kebijakan ADD ini juga bisa
menjadi inisiatif DPRD, terutama Komisi A dan panitia
anggaran. Prakarsa ini pun dapat juga dimunculkan oleh
Asosiasi Desa (asosiasi kepala desa, perangkat desa atau
BPD), LSM dan Perguruan Tinggi.

2. Mempersiapkan tim penyusun kebijakan ADD
Keanggotaan tim penyusun kebijokan ADD dapat
terdii dari; perwakilan birokrasi pemerintah  daerah,
perwakilan DPRD, perwakilan desa [Pemdes, BPD, Tokeoh
masyarakat/agama), dan organisasi masyarakat yang
peduli dan memiliki pengalaman dalam pemberdayaan
masyarakat desa. Tim penyusun ini selanjutnya bertugas
mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan proses
penyusunan kebijakan ADD.

—_—



Tahapan Menyusun Kebijakan ADD

3. Melaksanakan proses penyusunan kebijakan ADD secara
padisipatif
Proses penyusunan kebijokan ADD secara partisipatif
ditandal dengan membentuk tim penyusun kebijakan
ADD yang melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan
kebijokan sejak dari merumuskan agenda kebijakan,
bentuk kebijokan, kekuatan hukum yang memayunginya,
pelaksanaan sampail evaluasi kebijakan, selalu melibatkan
berbagai pihak. Karena kebijakan ADD ini disusun secara
partisipatif dan merupakan kebijakan daerah, maka
kekuatan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(PERDA). Peraturan Daerah yang isinya memuat tentang
ADD ini, dijadikan satu paket dengan PERDA Tentang
Sumber Pendapatan Desa, (PP 72 Tahun 2005 Pasal 72
ayat 1 dan 2).

4. Menjalankan bentuk kebijakan ADD secara baik dan

akuntabel.

Menjalankan kebijakan ADD meliputi tahap sosialisasi
dan pelaksanaan kebijakan tersebut di desa. Sosialisasi
yang baik dan akuntabel dapat dilaksanakan pemerintah
daerah kabupaten/kota melalui kefjasama dengan pihak
ketiga (LSM Perguruan Tinggi atau konsultan). Sedangkan
fasilitasi secara teknis kepada desa dalam memahami dan

e () N —



melaksanakan kebijakan ADD dapat dilakukan oleh tim
fasilitasi, tim pendamping dan tim pelaksana kebijakan
ADD. Tim ftasilitasi merupakan tim yang dibentuk di tingkat
kabupaten/kota. Tim pendamping adalah tm yang
dibentuk di tingkat kecamatan. Sedangkan tim pelaksana
adalah tim yang mengelola ADD secara langsung di
fingkat desa.

DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal
48 ayat 1 huruf ¢, sumber anggaran untuk ADD berasal dari
APBD kabupaten/kota. Kemponen APBD yang dialokasikan se-
kurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota
adalah dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, ditam-
bah Dana Alokasi Ummum (DAU) setelah dikurangi belanja pe-

gawdai.
Sumber Anggaran ADD

Dand Perimbangan
Daerah

Belanja
a. DAU dikurangl EET-GYCTNE dikali
b. Bagi Haslil Pajak Daerah
c. Bagl Hasil SDA

sama dengan

ADD
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Sumber Anggaran ADD
Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah

" H

Penjelasan rinci tentang dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah sebagai
berikut :

1. Dana bag hasil pajak, yaitu hasil pajak yang dikelola
pemerintah pusat seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBE),
Pajak Pertambahan Milai (PPN) dan Pajak Pertambahan
Hasil {(PPH). Jenis-jenis pajak tersebut, setelah dikumpulkan
oleh pemerintah pusat secara nasional kemudian dibagi
secara proposional kepada kabupaten/kota. Bagi hasil jenis
pajak inilah, setelah diterima kabupaten/kota kemudian
dibagi kepada desa sekurang-kurangnya 10 persen, melalui
ADD.

2. Bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam. Negara kita
memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah.
Sumberdaya alam ini dikelola pemerintah pusat untuk
kebutuhan berbangsa dan bemegara. Hasill pengelolaan
ini kemudian dibagi secara preporsional kepada seluruh
kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang
menerima bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam ini,
diwajickan mengalokasikanuntuk desasekurang-kurangnya
10 persen. Alokasi dari sumber dana ini yang untuk desa
dibagikan melalui ADD.

3. Dana alokasi umum (DAU). Permerintah daerah dalam era



desentralisasi dan otonomi ini memperoleh Dana Alckasi
Urmum (DAU) dari pemerintah pusat. DAUIni diberikan setiap
tahun anggaran untuk menopang kemampuan pemerintah
daerah dalammemberikan gajipegawaidaerah, kebutuhan
operasional pemerintahan dan pelayanan publik daerah.
Bagian desa darijumlah DAUyang diterima kabupaten/kota,
sekurang-kurangnya 10 persen. Tetapi menurut penjelasan
dalam Paosal 68 ayat 1 huruf ¢ PP No 72/2005, jumlah 10
persen itu diambil dari DAU setelah dikurangi untuk belanja
pegawai daerah.

Kabupaten Banivl pada tahun anggaran 2004 menerima DAL sebesar Rp
292700000000, don selelah dihitung kebuluhan untuk memberikan gaji
pegawai dasrah dalam fahun anggaran ite sebesar Rp 241 878 478.500.
Sehingga jumiah DAY yang lersisa sebesar Bp 50.821.521.500. fka jumiah
DAL fersisa tersebut dialokaskan 10 persen untuk ADD, maka sumber
anggaran ADD dari DAU di Eabupaten Bantul sebesar Rp 5.082.152.150.
Demikionioh gambaran perhitungan sumber anggaran ADD dod DAL yang
diferima pemerintah daerah kabupaten/kola.

BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ?

Rumus pembagian ADD adalah cara yang dipakai untuk
menghitung besaran ADD yvang akan diterima cleh setiap
desa. Prinsip dasar rumus pembagian ADD ini harus sederhana,
diketahui publik dan mudah dipahami serta dapat diterapkan.
Rumus pembagian ADD ini harus dopat dipakal untuk
menghitung besarnya ADD setiap desa berdasarkan asas @
1. Pemerataan.
Prinsip pemerataan dipakai agar setiop desa dalam suatu
wilayah kabupaten/kota memiliki kemampuan keuvangan
desa yang rata-rata sama
2. Keadian.
Prinsip ini dipakai untuk mendukung setiap desa dalam
mengelola potensi dan kendala atau keterbatasan yang

—_—



dimiliki. Untuk mencapai prinsip keadilan tersebut, rumus
pembagian ADD dilengkapi dengan variabel-varabel yang
mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan
data kenyataan dalam aspek sosial dan fisik yang secara
urmum dimiliki oleh desa.

Dari prinsip keadilan dan pemerataan tadi, jka disusun dalam
kalimat ringkas, hasilnya sebagai berikut :

ADD = Pemerataan + Keadilan .

Prinsip tersebut jika dirangkai menjadi suatu rumus untuk
membagi besaran ADD, sebagaimana tercantum dalam Surat
Menter Dalam Negeri Nomor: 140/640/5) Tanggal, 22 Maret
2005 dapat dirumuskan seperti berikut ini:

(1) Rurmus pembagian ADD :

ADD, = ADDM + ADDP, j

Keterangan:

ADD, : Alokasi Dana Desa yang diterima desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang
diterima setiap desa

ADDP, : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima
desax

Dari rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Besarmya
ADD sefiap desa [ADDx). secara prinsip jumlahnya sama.
Besaran ADD yang sama ini disebut sebagai Alokasi Dana
Desa Minimal/Merata (ADDM). Tetapi, karena kondisi dan
potensi desa tidak sama atou teradi kesenjangan, maka
tiap-tiap desa diberi tambahan dana yang jumlahnya tidak
soma. Tambahan dana itu disebut sebagai dana proporsional
{ADDPx). Bagaimana menghitung dana tambahan untuk tiap-



Kondisi sosial dan fisik desa yang diprioritaskan
dipakai untuk menghitung variabel keadilan meliputi
iumlah penduduk miskin, jumlah sarana pendidikan,
jumlah sarana kesehatan, dan jarak desa dari pusat
pemerintahan  kecamatan maupun kabupaten/
kota. Kondisi-kondisi tfersebut diprioritaskan  karena
mencerminkan kemampuan dan peluang desa dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan
fasilifas pelayonan dasar dan mengatasi kemiskinan
desa.

tiop desa secara propeorsional® Berikut ini rumusannya.

(2) Rumus menghitung ADDPx

ADDP, = BD, x (ADD - JADDM) §

Keterangan :
BD, : Nilai bobot desa untuk desa x
ADD : Total ADD untuk kabupaten/kota

TADDM @ Jumlah seluruh ADD Minimal/Merata

Rumus tersebut pengertiannya sebagai berikut. Setelah total
ADD untuk kabupaten/kota dikurangi jumlah seluruh ADD
Minimal, maka hasiinya adalah jumlah Alokasi Dana Desa
Proporsional (ADDP). Jumlah ADD Proporsional untuk setiap
desa, dihitung dengan menentukan terlebih dahulu nilai bobot
desa untuk desa tersebut (BDx). Apa itu nilai bobot desa? Nilai
bobot desa adalah nilai desa atau rangking desa yang diukur
melalui beberapa variabel keadilan. Sehingga nilai bobot desa
(BDx) dapat dihitung dengan rumus berikut ini.

—_—



(3) Rumus menghitung nilai bobot desa

Dengan diketahui nilai bobot desa seperti dirumuskan tadi,
maka pembagian jumlah ADD untuk setiap desa dapat
dilakukan berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.

BD, = (nilai jumlah penduduk miskin) + (nilai jumlah fasilitas
pendidikan) + (nilai jumlah fasilitas kesehatan) + (nilai
keterjangkauvan desa)

BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH INFORMASI
KEBIJAKAN ADD ?

Kebijakan ADD merupakan kebijakan daerah, dengan
payung hukum Peraturan Daerah (PERDA) afau Peraturan
Bupati (PERBUP). Masyarakat harus tahu dan bisa memperoleh
payung hukum kebijakan ADD ini. Setelah payung hukum
kebijakan daerah ini diperoleh, langkah berikutnya adalah
memastikan bohwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(REPD) mencantumkan pelaksanaan kebijakan ADD. Untuk itu
dokumen RKPD ini juga harus diketahui oleh masyarakat luas
(UU No.28 Tahun 1999).

Setelah memastikan bahwa kebijakan ADD tercantum dalam
RKPD, langkah berikutnya mencari informasi di dalam dokumen
Kebijakan Umum APBD (KUA). Dalam dokumen KUA ini, seperti
diatur cleh Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dapat diketahui ADD
menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dengan plafon
anggaranyang besarmya sudah ditentukan. Dokumennya dise-
but PPA (Prioritas dan Plafen Anggaran). Dengan mengetahui



Pasal ¥ UU NO 28 Tahun 1979

(NPeran  serla  masyarakal  sebagaimaona
dimaksud dalkam Pasal 8 diwujudkan dalkam
bentuk :

. Hak mencar, memperoleh, don member-
kan informas fenfang penyelengaaraan
negara.

b, Hak untuk mempearaleh paloyanan yong
sama dan adil dai Penyelengaoa Ne-
gara;

. Hak mempampailkan saran dan pendapal
secara  berdanggungjowab  lethadap
kebijokan Penyelenggara Negara; dan

. Hok mempercleh  perindungan  hukum
dalam hak
1) Meloksanokan haknya  sebagaimana

dimalksud dalam hurul a, b, dan c;

2] DimintahadirdakimprosesPenyelidikan,
penyidikan, dan disidang pengadikan
sebagal saks pelapor, saksi, alau saksi
ahili, sssuai dengan ketentuon peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

[#Hubungon  antar-Penyelenggara  Negara
sebagaimaona dimaksvd dalam ayat
{1} bempegang feguh pada asas-asas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaku.

(3 Ketentvan mengenal lalta cara pelaksana-
an peran serta masyarakal dakim penyek
enggaraan negara sebagoimana dimaksud
dalam ayal (1] dialur kebih lanjul dengan
Peraturon Pemenntah.

adanya dokumen KUA
dan PPA, masyara-
kat selanjutnya dapat
memperoleh Surat
Edaran Bupati tentang
Fedoman Penyusunan
Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA)
untuk sefiap Satuan
Kerja Pemerintah Dae-
rah (SKPD). Dalam SE

Bupati ini akan dik-
etahui  instansi yang
ditugasi untuk men-
gelola  pelaksanaan

ADD. Setelah diketa-
hui instansi pengelola
pelaksanaan ADD
(biasanya Dinas Pem-
berdayaan Masyara-
kat Desa), masyarakat
dapat memastikan
bentuk kegiatan pelak-
sanaan ADD dan be-
saran anggaran yang
direncanakan. RKA
tentang ADD yang dis-

usun SKPD ini masih bersifat alokasi belanja untuk APED, belum

dibagi ke tiap-tiap desa.



BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ?

Desa dapat mempercleh ADD, jika pihak SKPD/Dinas di
Kabupaten/Kota yang mengelola kebijakan ADD (biasanya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melaksanakan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuaiyang terangkum
dalam AFBD. Keberadaan Tim Fasilitasi ADD di SKPD/dinas,
berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa
dengan memakai rumus pembagian ADD.

Cara Desa Memperoleh ADD

Rincian

APBD Dinas. ADD di
pengelold franster
ADD ke

5 e_m'_ndes

DESA
(Pemdes dan Masyarakal)

Setelah hasil perhitungan pembagian ADD untuk setiap desa
diketahui, maka ADD siap untuk ditransfer ke desa.

Pada prinsipnya desa dapat memperoleh ADD melalui
pemerintah desa.

5%



Pasal 73 PP.72/2005

Ien‘r(lng APBDes berbunyi:
. APBDes terdin atas

bagian pendapatan
desa, belonjo desa dan
pembiayaan.

2. Rancangan APBDes
dibahas dalam
musyawarah
pembangunan desa.

. Repala Desa
bersama dengan BPD
menelapkan APEDes
seliop fohun dengan
peraturan desa.

w

Pemerintah desa dalam memperoleh
ADD ini harus mencantumkan terebih
dahulu di APBDes yang diperkuat
dengan PERDES.

Sedangkan secara teknis pencairan
ADD ini  diantaranya dilengkapi
dengan mekanisme  pembuatan
rekening, pengajuan, penyimpanan,
penggunaan dan sebagainya.
Mekanismme teknis ini diatur dalam
SK Bupati tentang pedoman teknis
pengelolaan ADD.

saya ada berapa

Woah, warga

ya.???




N e /Ny /7 Trileh beberopa

d 8 _,?:-: s X manfaat ADD. ADD
Torermr 7, & SN[ tuk kesejoht
Lo 7 @ UL untuk kesejahteraan

Rakyat, jangan
disalahgunakan lho..

BAGAIMANA DESA
MENGELOLA ADD ?

I O S —



Mengelola ADD, Dalam pengelclaannya, semua proses harus
sama artinya den-  dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai
ganmengelokl APB-  dari menggali kebutuhan, merencanakan
e i bagcr, | APBDes (dimana ADD  termasuk  di
vang menyat:di dalamnya), pelaksanaan,  pengawasan
dalam AFPBDes) serta evaluasi. Mekanisme yang transparan
dan melibatkan masyarakat ini membangun

proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk

kesejahteradan masyarakat desa.

APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD?

Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan
APBDes, sehingga prinsip pengelelaan ADD sama persis
dengan pengelolaan APBEDes, yang harus mengikuti prinsip-
prinsip goed governance:

m Partisipatif

Proses pengelolaan ADD, sejaok perencanaan, pengambilan
keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus
melibatkan banyak pihak. Ardinya, dalam mengelola ADD
tidak hanya melibatkan para elit desa sagja (Pemerintah Desa,
BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masy arakat),
tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani,
kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

Sebagal contoh, dalam musrenbangdes di Desa Tanjungan-
klaten, agar seluruh pihak dapat terlibat maka musyawarah
dilakukan di lapangan terbuka (bukan di kantor desa)
pada malam har. Bahkan anak-

anak pun dapat difasilitasi ~ Prinsip-prinsip lain yang lebih

. . « khiusus, bisa dikembangkan
keteribatannya melalui  kegiatan ekl bardasation

menggambar. Mereka diminta untuk kepentingan dan
menggambarkan desa seperti gpa kesesuoion dengan kondis
sefempal

—_—



yang mereka harapkan sekaligus menyampaikan apa saja
sarana yang mereka butuhkan.

B Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara
terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat
menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil. manfaat
yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan
dana ini.

Sebagaiconteh, padabeberapa desa diSanggau-Kalimantan
Barat, catatan/hasil dari sefiop perternuan, perencanaan
dan penggunaan anggaran di kampung ditempelkan di
tempat-termpat umum, sehingga seluruh masyarakat dapat
membacanya.

m Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulal dari usulan
peruntukkannya, pelaksanaan sampai dengon pencapaian
hasiinya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh
pihak terutama masyarakat desa,

Sebagai contoh, di Desa Wiladeg-

Uniuk menjarmin Gunung Kidul dalam sefiap pem-

kasaluruhan proses

perencanaan dan bohasan program dan anggaran
penganggaran desa dilakukan oleh pemerintah desa be-
dapal berphak ke serta masyarakat dan disiarkan lang-
masyarakat maka prinsip- 5 % v .
prinsip inl sebalknya sung melalui radio komunitas. Sehing-
dituangkan dalam ga masyarakat bisa memahami ar-
Earctumn Des (Rercs) gumentasi setiap pos-pos anggaran

dan keluaran yang dicapai.



B Kesetaraan

Semuapihakyangteribatdalampengelelaan ADDmempuny i
hak dan kedudukan yang sama.

Sebagaicontoh, di Komunitas Sedulur Sikep (masy arakat Samin)
—JawaTengah, ketika membahas suatu persoalan, maka setiap
orang memiliki hak bicara yang sama dan terdapat semacam
aturan bahwa setiap orang harus mempunyai pendapatnya
sendir untuk masalah yang dibahas.

BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARA
PARTISIPATIF?

Sebagai langkah awal, desa ho-

Peruntukkan rus terlebih dahulu merencanakan
ADD seharusmya

dimusyawarahkan anlara penggunaan APBDes (dimana ADD

Pemerintah masuk ke dalamnya) berdasarkan
Desa dengan Masyarakal  sengaalian kebutuhan dad ma-
Desa seria pihak loinnya kat Hal ini tert o sy
(BPD, Lembaga Adat, syarckatnya. Hal ini tenfu saja be
LSM, dil) untuk kemudian beda dengan masa lalu, dimana
. d':”“”ﬂgﬂ“ ”Iﬂ'“:z program untuk desa direncanakan
erqaiuran Lesa leniang 3 - .
Anggaian Pendapatan den dan‘dlfem‘pkon dgr: atas (oleh di-
Belanja Desa (APBDesa) nas/instansi pemerintah kabupaten/

tahun yang bersangkulan. kota terkait), bukan berasal dari ke-

butuhan yang sebenarnya di desa.

Sehingga, meskipun programnya baik tetapi sering tidak sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkan setiop desa
harus menyusun RPJMDes [Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa) 5 tahunan. Dan selanjutnya RPJMDes dininci
menjadiRKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Tahunan.
Secara umum, tahapan yang biasa dilokukan dalam proses

—_—



AL Manyusun usulan-usukan
kegiatan pembangunan
dusun/kampung/RT/RW

Musyawarch Per-
encanaan Pem-
bangunan [Mus-
renbang) Dusunyd
Kampung/RT/RW

B.1 Membahas vsulon kegiatan
pembangunan yang diajukan
dusun/kampung/RT/RW

B2 Menyusun skala priciitas
kegiatan pambangunan

B.3 Mengkonsullasikan
Hasil Pricritas kegiatan
pembangunan

B.4 Menyusun vsulan yang
dilerima dalam format APBDes
(pos-pos pendapatan dan
belanja)

B.S5 Pengajuan RAPBDes untuk
dibahas oleh BPD

II. Tahap Pembahasan Anggaran Desa

Al Mengkonsullasikan RAPBDes Rapal/musyawa-
ke masyarakal melalui BPFD rah
A2 Penyusunan
langgapan, koreksi dan vsulan
perbaikan
A3 Perumusan dan penefapon
perseiujuan

Musyawarah Per-
encanaan Pem-
bangunan [Mus-
renbang) Desa

B Penelapan pengesahon dan
pengundangan (menjadi Per-
das mengenal APBDes)

Rapat Paripuma
pengesahan
RAPBDes menjadi
APBDes

C  Sosiaksasi

Seluruh warga,
Kepak Dusun,
Ketua RT/RW, kel
ompok-kelompok
masyarakat yang
ada di dusun sarfa
lembaga lerkail
lainnya (LSM lem-
bago adat dll)

Kepala Desa,
Kepalk Dusun,
masyarakat dan
lembaga yang
acda didesa [LSM
lembaga adat,
alll)

BP D, masyarakat
desa dan lem-
baga yang ada
didesa [LSM lem-
baga adat, dii)

Kepalka Desa, BPD,
Masyarakal



perencanaan dan penganggaran

RKPDes adalah sebagai berikut:

Dengan adanya ADD, desa memiliki
tambahan dana yang lebih besar, se-
hingga bisa lebih leluasa untuk mem-
berikan pelayanan kepada masyara-
kat desa. Selain itu, yang terpenting

Musyawarah unfuk
membahas peruniukkan
ADD dapal disebut
dengan berbagal ishilah,
seperti Musenbangdes,
Berinug di Kulai Barat,
Kombongan Lembang di
Tana Toraja, Sarasehan i
Jawa, dil).

masyarakat dapat langsung mere-
alisasikan beberapa kebutuhannya
yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di

desa.

BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA?

Indikalor program/fkegiatan yang berpi-

hak pada kepentingan masyarckal :

L.meibatkan seluruh masyarakal [fer-
masuk masyarakal miskin, perempuan
setia kelompok masyarakal kainmya)
secarna lkangsung dakim proses peren-
canaan programykegiatan

2.Mokasi dana uniuk programy/kegiaian
difujukan univk kelbmpok masyar-
akal miskin dan divtlamakan uniuk
program non-fisik (sepert penguatan
akonomi, peningkaton kapasilas, dif

J.masyarakal miskin menmilki hak veto,
baik terhadap alokas maupun pelak-
SanNacn progam

4.Frogramfkegialan lidak mengek-
sploitas sumberdaya alam

Sumiber : Hoell Crsloog Mosond “Mengemibongkon
Strotegi dion Pemaniomon ADD yong kMemihak poca
Eepeniingan Rokyal (Pro-Poor] ™, -7 Dessrnibes 2004,
dealengoorkon cleh FFFOL

ADD harus berpihak ke-
pada masyarakat desaq,
jangan  sampdl mengu-
lang kesalahan masa lalu
dimana bantuan-bantuan
yang diperoleh dar dinas/
instansi pemerintah kabu-
paten/kota  untuk  desa
selain tidak menjamin ke-
beranjutannya juga tidak
disertal kewenangan yang
luas untuk memanfaatkan
sesual dengan  kebutu-
han desanya. Akibatnya,
program itu tidak berhasil
karena mengabaikan ke-
beradaan desa sebagai
pemerintahan yang bisa

menjalankan fungsi yang lebih bak dalam mendorong partisi-
pasi masyarakatnya. Dengan ini, maka pemerintah desa akan

—_—



benar-benar menjalankan fungsinya, melayani masyarakat

desa.

"Kami sekarang mempunyai
Kantor Desa yang bar,
Masyarakat bisa diloyani

dengan lebih baik dan
kami jugo bisa melakukan
rapal desa di kantor desa
kami. Kami juga mempunyoi
lempal peloyanan kesehatoan
dan kami sekarang sudah
mempunyai Taman kanak-
kanak unfuk pendidikan anak-
anak kami. Sekarang jakan
tembus ke dusun-dusun sedang

kami rinfis dengan swadaya.,..”
Sumber { Wowoncon dalom
panalian im FRPD mengena ADD o
Fobupatenlimosuiub Koo

Agar ADD dapat secara nyata
berpihak ke masyarakat desa,
minimal 70% dari ADD harus digu-
nakan untuk pelaksanaan pem-
bangunan baik fisik, ekonomi,
dan sosial budaya. Dan sisanya,
maksimal 30%, untuk belanja ru-
tinfoperasional seperti : Bantuan
Tunjangan Aparat Pemerintah
Desa, Bantuan Tunjangan Ang-
gota BPD, Biaya Operasional Sek-
retariat Desa, Biaya Operasional
Sekretariat BPD, dan Biaya Per-
jalanan Dinas. Umumnya, pen-
gaturan mengenai pos penggu-

naan ADD di setiap desa telah diatur cleh Pernerintah Kabu-

paten/Kota.

Untuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan
dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Sebagaimana diatur

dalom Surat Kawat Mendagri No.

140/1841/5] tanggal 17 Agustus 2006.

Surat Kawat Mendagri No. 140/1841/5)

DDD K

Ehusus untuk Besaran Penghasilan lelap setiop bu-
lan bagi kepala Desa dan Perangkal Desa ditefap-
ka nominimal setara dengan upah minkmum regional
Eabupatenfkola yang dialokasikan di dakim APBD
Fabupalen/kota di war ARD unluk setiap Desa, se-
dangkan funjongaan kainnya dibebankan pada APB-
Desa yang bersumber dari ADD.



APBDe

—-

Pos Penerimaan
(Pendapatan)

Pos Pengelvaran |
(Belanja)

Pendapatan Asli Des

Lain-lain :
m Bonfuan peme

pihak lain
ndapaton desa
Iy

Pelayanan Publik:
m Fisik

m Sosal

= Ekonomi

= Budaya

Aparat Pemerintah Desa:
Belanja Pegawai

| 5 " Belkmjo Barang

= Bekmnjo Pemelharaan
u Bioya Perfjaknan Dinas
w ATK, dil

70 %

30 %

S




Berdasarkan kebutuhan Contoh kosus pemantaatan ADD yang
nyata serta  ketentuan  tidak baik:

1eniang porsi pembqg[gn Fengalaman di Jalnangor, ada desa

' yang menggunakan ADD unfuk melu-
tersebut (70% ; 30%), maka  Lo08 o oet PB (Pajak Bumi dan Ban-

dana ini dapat digunakan gunan), dengan harapan desa menv
sebesar-besarnya untuk peroleh insentif alas pelunasan PBE dar

- i pemerintah kabupalen. Hal ini berarti
pemberdc:yc:cm cdemi ke mengingkan tujuan adanya ADD yailu

;ejdm'erdcn masyarakat untuk kesejahteraan masyarakal desa.
esa.

BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA?

Untuk  mengelola ADD, desa harus mempersiapkan
kelembagaan yang terdini dari fim pelaksana, tim pengawas
dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan
agar ADD dapat terkelola dengan baik dan sesuci dengan
kepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa
lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah
kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan
ADD pelaksana program adalah perangkat desa bersama
masyarakat desa.

Urmumnya yang terjadi, kelerbagaan pengelola ADD untuk
tingkat kabupaten/kota diserahkan kepada kabupaten/kota
terkait. Demikian pula dengan desa, dimana kelembagaan
pengelola ADD juga diserahkan kepada kepala desa atau
yang sefingkat. Yang terpenting dalam tim pengelola ADD
tersebut, adalah mengupayakan agar proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan ADD tidak memakan proses
birokrasi yang panjang dan berbelit-belit



Kelembagaan Pengelola ADD di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Selayar

Di Kabupaten Tuban, setiap tfahun dikembangkan suatu mekanisme uniuk
perdgapan pelaksanaan dengan pembentukan fim pengelola kegialan di
fingkal kobupalen, kecamalan dan desa. Tugos fim inl mempersiapkan
penastapan akekasi dana untuk masing-masing desa. Dalam pelaksanaannya,
Kantor PMD merupakan unit yang bertanggungjowab memeriksa persyaratan
kelengkapan administrasi deso sebelum dona dicaikan, Dengon demikian
ADD yang ada pada APBD Pemda Tubon berada dalam pos anggaran
belknjo publk kanior PMD. Pengelolooan ADRD ini berada i bawah sebuah Tim
Koordinas Pengelola Program (TKPP) terdid darl tim pengorah vang diketual
oleh Bupali dan tim pelaksana yang terdin dani vnsur Bappeda, kantor PMD,
Bagion pemerintahan, Dinas pengekioon kevangon dan kas daerah seria
Dinas Kimpraswil. Tim koordinas ini secara struktural dibentuk juga pada level
kecamatan dengan nama Tim Pembing Recamalan {TPK) dan pada level
desa dengan nama Tim Pelaksana Kegiatan Desa [TPKD). Kebijakan Pemda
Tuban juga memungkinkan LSM selempal untuk memberikon kontribus bagi
kinera panitio PMD di tingkal desa. Kehadiran LSM Lisa menunjang pada
peningkalan kapasitas para pengelcla ADD dan mendorong  parfisipos
masyarakatmya,

sedangkan di Rabupaten Seloyar, dibukanya akses unsur nor-pemerintah
juga nampak dalam kepanitiaan di Selayar, D kabupaten/keia inl ada paling
fidak empat pihak yang feribat akiil, yoitu LPM [Lembago Pemberdayaan
Masyarakal), BPD [Badan Perwakilem Desa), apoaral desa dan fokoh
masyarakal, Secara umum, biosanya fokoh masyarakal diidentikkan dengan
representast warga di samping BPD. Hadimya tokoh masyarakal ini membuka
proses sosialisasd ADD dapal beirjalan kebih baik dan meningkatkan partisipasi
masyarakal sehingga implementas ADD fdak begitu elifis dikendalikan oleh
unsur masyarakal yang menempali embaga formal di desa.

BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD?

W n | ke-
Siapa yang dapal melakukan F‘f&nga asan adalah ke
Pengawasan dan Evaluasi ADD di Desa? Q'Gtan mengumpulkcm

= Masyarcakal informasi tentang perkem-
= BPD -
m Pemerintah Desa bongcn GthU pe‘lcrso
= lembaga-lembaga sosal naan sebua k\'::‘glc: an.
kemasyarakalan di Desa (Lembaga Pengawasan biasanya
Adal, dil dilakukan secara berkala

m kembdoaiamiya [isn il selama proses berlang-

Y ) N—



sungnya kegiatan terkait. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan
menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah di-
laksanakan sesudl dengan rencana atau kegiatan yang telah
disusun sebelumnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir
suatu kegiatan

Secara umum, pelaksanaan ADD diawasi cleh tim pembina
di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun,
karena ADD menjadi bagian dari penerimaan desa yang
dipertanggungjaowabkan kepada BPD serta masyarakat desa
secara terbuka, maka seluruh pihak terutama masy arakat perlu
terlibat secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi:

s Apakah ADD telah digunakan sesuai dengan yang
direncanakan?

s Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana
dari ADD tersebut?

s Don lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakat
desa

Kiat Melakukan Evaluasi

1. Pahami dengan jelas cbyek yang akan digvaluasi

2. 50sun parameter (folok vkur) don indikator panilaion yang diperiukan

3. kompulkan dala dan infermasi yang akural

4, Klarifikas dala danintormas yang telah dikumpulkan

A, Analisis perkembangan kegiatan dan bandingkan dengon rencana alau
ketenivan yang ada

& Rumuskan rekomendasi findakan penonggulangon apabika  ditemukan
penyimpangan alou kesalahan

/. sampaikan hasl evaluasi ke pada para pihak yang terkail

Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai
macam cara. Diantaranya seperti pertemuan kampung,
pertemuan kelompok (seperti kelompok tani, kelompok
nelayan, kelompok usaha bersama, dll), kunjungan lapangan,
studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelgjar
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dokumnen tertentu (misalnya dokumen mengenai perencanaan
awal penggunaan ADD hasil musyawarah pemerintah desa,

BPD serta masyarakat desa, ataupun dekumen mengenai
kebijakan terkait)

Karena ADD merupakan bagian yang menyatu dengan
APBDes, maka pengawasasan ADD juga sekaligus sebagai
pengawasan Pelaksanaan APBDes.

Dengan ini maka ADD memberikan
Parfisipasi cckalah ;
HAK sekaligus KEWAIIBAN peluang lahimya proses demokra-
rakyal demi demaokialisasi si di desa demi tercapainya desa
yang mandiri.

desa

Awal tahun lalu
kegiatan kita
dianggarkan berapa
dan untuk apa?

Lalu, sekarang ini
yang sudah diker jokan
apa saja? Telah
menghabigkan dana
berapa?

Kualiatas
hasilmya
Bagaimana?




= =
Jangan seryum-semyum dulu.. Ingat,
ADD itu berkah atau amanah. Berkah

yang tidak amanah itu akan jadi
petaka.. percaya nggak. 2?2?7772

Bab 4
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Buku ADD ini secara khusus disusun untuk menyampaikan
bahwa adanya kebijokan ADD bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat desa. Karenanya ADD sangat penting bagi
masyarakat desa, sekaligus sebagai perwujudan hak masyarakat
desa.

Secarg keseluruhan kebijgkan ADD di samping bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga
dapat mendorong bekerfjanya demokrasi desa, memperkuat
ctonomi desa dan menumbuhkan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa. Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa,
memperbaiki layanan publik di desa dan mendorong efektivitas
dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk
melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus
unfuk memenuhi hak-hak desa. Proses penyusunan ADD di
kabupatenfkota/kota melalui; (1) merumuskan gagasan atau
memunculkan prakarsafinisiatif; (2] membentuk fim penyusun
kebijakan ADD; (3) menjalankan proses penyusunan dan
penetapan kebijakan secara fransparan dan partisipatit; (4)
mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara  baik
dan akuntabel.

ADD bersumber dari AFBD kabupaten/kota. Komponen AFBD
yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari
dana perimbangan kevangan pusat dan daerah dan 10 persen
dari pajak dan retribusi.

Prinsip dasar rumus pembagian ADD sangat sederhana, diketahui
publik dan mudah dipahami serta dapat diterapkan. Rumus
pembagian ADD ini harus dapat dipakai untuk menghitung
besamya ADD setiop desa berdasarkan asas pemerataan dan
keadian.
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Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerap-
kan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya
kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut da-
pat terkelola dengan baik. Kelembagaan desa yang kuat dapat
menjamin kerbelanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD
dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secarg
keseluruhan.

Lembaga pengelela ADD terdiri dari; fim yang memfasilitasi di
tingkat Kabupaten/Kota, fim untuk pendampingan di fingkat
Kecamatan dan tim pelaksana di tingkat Desa. Prinsip-prinsip
dasar dalom mengelola ADD adalah partisipafif, terbuka,
bertanggungjawak, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh
karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan
dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat
desa.

Pi.. Sapi.. Kalau aku
dapat dana ADD
kamu minta bagian

Mmmoooee....



DAFTAR SINGKATAN

ADD
APBD
APBDes
BAPFPEDA
BKD

BFD

DAK

Dau
DPRD
Kimpraswil
KUA

LSM
PADes
PBB

PMD
PERBUP
FPERDA
Fermendagri
PPA

PP

PPH

PPN
Pemdes
RAPBDes

RKA
RKPD
RPJMDes

RKPDes
SDA

SE

SK
SKPD
uu

: Alokasi Dana Desa

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Bagian Keuangan Daerah

: Badan Permusyawaratan Desa

: Dana Alokasi Khusus

: Dana Alokasi Umum

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

: Pemukiman dan Prasarana Wilayah

: Kebijakan Umum APBD

: Lembaga Swadaya Masyarakat

: Pendapatan Asli Desa

: Pajak Bumi dan Bangunan

: Pemberdayaan Masyarakat Desa

: Peraturan Bupati

: Peraturan Daerah

: Peraturan Menteri Dalam MNegeri

: Prioritas dan Plafon Anggaran

: Peraturan Permerintah

: Pajak Pertambahan Hasil

: Pajak Pertarmbahan Milai

: Permerintah Desa

: Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa

: Rencana Kegiatan dan Anggaran
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Deasa

: Rencana Kerja Pembangunan Desa
: Sumberdaya Alam

: Surat Edaran

: Surat Keputusan

: Satuan Kerja Pemerintah Daerah

: Undang-Undang
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DAFTAR ISTILAH

Alokasi Dana Desa (ADD): dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa [menjadi hak
desa), yang bersumber dari bagian dana perimbangan
kevangan pusat dan daerah yang diterima  oleh
Kabupaten/Kota.

Akses: Jalan masuk, peluang atau kesempatan

Akuntabel: Dopat dipertanggungjawabkan

Akvurat: Tepat

Analisis: Mempelajari atau mengkaji sesuatu secara mendalam
atau kritis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBED): Rencana
keuangantohunanpemerintahan daerahyang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Berkala: Dilakukan dengan jangka waktu tertentu, secara
teratur,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Rencana
kevangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan
dengan peraturan desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD): Lembaga yang merupakan
perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan
pemerintchan  desa sebagai unsur  penyelenggara
pemerintahan desa.

Demokrasi Desa: Demokrasi yang bersumber dari tradisi dan
adat-istiadatyang hidup dan berkembang didesa dengan
menjunjung tinggi prinsip keterlibatan semua pihak di desa
(partisipasi), keterbukaan, kesetaraan dan keadilan sosial,
penghormatan terhadap hukum atau peraturan desa
serta adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat
yang dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan
atau yang menjalankan pemerintahan desa.

Demeckratis: Kondisi yang menunjukkan dilaksanakannya
prinsip-prinsip demaokrasi

Desentralisasi: Penyeraghan wewenang Pemerintahan oleh



Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan
daerah.

Evaluasi: Kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau
kegiatan yang telah disusun sebelumnya

Good Governance: Tata Kelela Pemerintahan yang baik,
yaitu pemerintahan yang dikelola dengan melibatkan
unsur-unsur pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga
masyarakat serta seluruh masyarakat desa.

Hak Veto: Hak untuk membatalkan

Hibah: Hadiah, sumbangan atau pemberian berupa barang
yang tidak disertai dengan persyaratan-persyaratan yang
bersifat mengikat dan tidak menuntut adanya balasan
atau penggantian baik berupa barang maupun jasa.

Indikasi: Tanda-tanda

Indikator: Tolok ukur, ukuran kebterhasilan

Kesetaraan: Semuapihakyangmempunyaihak dankedudukan
yang sama

Kinerja: Tampilan, kemampuan

Kinerja Pemerintahan Desa: Kemampuan atau kapasitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan
dankemasyarakatan desayangdilakukan oleh pemerintah
desa dan staf-stafnya.

Klarifikasi: Memeriksa ulang, meminta penjelasan apabkila ada
yang belum dimengerti

Konsultan: Persecrangan atau perusahaan swasta yang
bekerja dalam pengadaan barang dan jasa

LSM: Organisasi di luar pemerintah yang dalam kegiatannya
fidak mengambil keuntungan atau berdagang

Obyek: Sasaran

Pendapatan Asli Desa (PADes): Pendapatan desa yang



diperoleh dari kekayaan desa yang tidak berasal dari
ADD atau dari sumber-sumber lain yang dialokasikan oleh
pemerintahan di atasnya.

Parameter: Ukuran

Pardisipatif: Kondisi dimana akses, kontrol dan suara dari semua
komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama

Pajak Daerah: luran wajib yang dilakukan eleh erang pribadi
atau badan kepada Daerah tanpaimbalan langsungyang
seimbang, yang daopat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiay ai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah.

Pemerintah Desa: Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setermpatberdasarkan asal-usul danadatistiodat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistern Pernerintahan
negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ofonomi Desa: Kewenangan desa dalam mengelola
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa,
tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Pelayanan publik desa: Segala sesuatu yang berhubungan
dengan  tugas-tugas pemerintah  desa  dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan desa yang sesudi dengan kebutuhan
masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa: Usaha untuk menderong,
meningkatkan dan membangkitkan  semangat
masyarakat desa untuk terlibat di dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa
berdasarkan kemampuannya sendir.

Pengawasan: Kegiatan mengumpulkan informasi tentang
perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan



Peraturan Daerah (Perda): Peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan
daerah: Suatu sistern pembagiaon keuangan yang adil,
proporsional, demekratis, transparan, dan bertanggung
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Proegram: Rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan

Rekomendasi: Usulan yang isinya langkah-angkah perbaikan
kegiatan

Retribusi Daerah: Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

StudiBanding: Kunjunganke tempatlainuntuk membandingkan
apa yang terjadi di wilayahnya dengan lokasi tersebut

Transparan : Terbuka, tidak ditutup-tutupi
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